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ABSTRAK 

 

MAINISYA PERTIWI 15042085/2015 : Implementasi Kebijakan Bantuan 

Hukum untuk Masyarakat Miskin 

di Kota Padang 

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena ditemukan beberapa masalah 

dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016. Ada 3 

(tiga) tujuan dari penelitian ini yaitu (1) menganalisis proses implementasi 

Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016; (2) mengetahui faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Padang 

Nomor 14 Tahun 2016; (3) mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan 

normatif-empiris dan fenomenal. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara 

purposive sampling dengan jumlah 8 orang. Data yang digunakan yaitu data 

primer dan data sekunder, yang berasal dari observasi lapangan atau pengamatan, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Data ini di uji keabsahannya dengan teknik 

triangulasi sumber, yang kemudian di analisis dengan teknik analisis data 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses implementasi Perwako Padang 

No. 14 Tahun 2016 dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 

2011 dan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya 

masih diperlukan beberapa perbaikan seperti dalam hal sumberdaya yang 

dilibatkan, karakteristik lembaga penguasa, dan respon dari pelaksana. Faktor 

pendukung dari implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016 ini adalah 

terdapat UUBH dan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2015 sebagai acuan, 

disediakannya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, dan terdapat 

OBH terakreditasi yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. 

Sedangkan faktor penghambat dari implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 

2016 adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan Perwako 

Padang No. 14 Tahun 2016, terbatasnya SDM di Pemko Padang Bagian Hukum, 

dan sulitnya OBH mengakses kegiatan bantuan hukum di Pemko Padang. 

kemudian, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam implementasi 

Perwako Padang No. 14 Tahun 2016 adalah membentuk tim sadar hukum dan 

melakukan observasi lapangan. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Hukum, Masyarakat 

Miskin, Peraturan Walikota Padang 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adapun salah satu 

prinsip negara hukum yaitu kesetaraan di hadapan hukum (equality before the 

law), implementasinya yaitu negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap 

individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki 

hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan dalam hukum ini 

akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to 

justice) bagi semua orang, hal ini diwujudkan oleh negara dengan memberikan 

bantuan hukum. 

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan prinsip equality before 

the law ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Jaminan untuk mendapatkan bantuan 

hukum ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Undang-Undang berikutnya 

yang telah disahkan oleh DPR, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 

Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 

(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)), maka negara 

mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Pada 
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pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan 

di depan hukum (equality before the law). Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, 

memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan 

keadilan dan tidak mampu membayar advokat. Hak untuk memperoleh bantuan 

hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah 

hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses 

terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum. Dengan 

demikian, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara 

inilah yang menjadi bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai 

implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin 

hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (acces to justice) 

dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). 

Tahun 2015-2017 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Padang 

mengalami fluktuatif. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin 

di Kota Padang Tahun 2015-2017 

Tahun Garis Kemiskinan 

(rupiah) 

Penduduk Miskin (ribu) 

Jumlah Persentase 

2015 414 612 44,43 4,93 

2016 449 658 42,56 4,68 

2017 482 763 44,00 5,00 

Sumber : Kota Padang dalam Angka Tahun 2018 

 

Terkait faktor ekonomi masyarakat miskin Kota Padang, menyebabkan banyak 

terjadinya kejahatan di Kota Padang, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.2 Data Jumlah Kejahatan di Kota Padang 

Tahun 2015-2017 

No. Jenis Kejahatan Tahun 

2015 2016 2017 

1. Kejahatan perjudian 82 70 65 

2. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang - - - 

3. Kejahatan terhadap kesusilaan 15 3 9 

4. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan 1 - 1 

5. Kejahatan terhadap nyawa - 1 5 

6. Kejahatan pelayaran 4 - 1 

7. Kejahatan terhadap ketertiban umum 1 7 - 

Jumlah 103 81 81 

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang Tahun 2018 

 

Pemerintah Kota Padang telah mengimplimentasikan Peraturan Walikota 

Padang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. 

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah dalam implementasi 

Perwako Padang Nomor 14 Tahun 2016 tersebut, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : 

1. Aspek Masyarakat Miskin 

Tingkat kejahatan yang tinggi di Kota Padang, terkendala faktor ekonomi 

merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan 

hidup tak banyak orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut, dilihat dari 

data jumlah kejahatan di Kota Padang diatas, kejahatan di Kota Padang masih 

tinggi, belum termasuk perkara-perkara pidana lainnya. Hal ini juga menjadi salah 

satu faktor diperlukannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang 

berperkara di pengadilan. Karena tindak kejahatan yang dilakukan nantinya akan 

bermuara ke pengadilan. 

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat miskin terkait pemberian 

bantuan hukum di Kota Padang menjadi salah satu masalah dalam implementasi 

Perwako ini, padahal Pemko Padang sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat 
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baik melalui penyebaran selebaran, mengadakan penyuluhan hukum, dan 

membentuk tim sadar hukum. Namun, realisasinya di Pemko Padang masih 

rendah. 

2. Realisasi Program Bantuan Hukum oleh Pemerintah Kota Padang 

Pelaksanaan program bantuan hukum di Pemko Padang yang masih rendah 

mengakibatkan dana yang disediakan oleh Pemko Padang belum terserap 

sepenuhnya. Menurut wawancara awal yang dilakukan dengan Kepala SubBagian 

Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Kota Padang, Pemko Padang mulai dari 

tahun 2016 sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan program bantuan 

hukum setiap tahunnya. Namun, realisasi dari pelaksanaan program tersebut 

masih rendah. Pada tahun 2016, Pemko Padang menyediakan dana sebesar 

Rp500.000.000 untuk pelaksanaan program bantuan hukum, namun realisasinya 

hanya 1 perkara. Kemudian di tahun 2017, Pemko Padang masih menganggarkan 

dana Rp500.000.000, namun realisasinya 7 perkara. Selanjutnya tahun 2018 

anggaran diturunkan menjadi Rp224.000.000 dan realisasinya hingga sekarang 

ada 8 perkara. Hal ini menyebabkan dana yang disediakan oleh pemerintah 

tersebut tidak terserap sepenuhnya, karena realisasi dari pemberian bantuan 

hukum tersebut yang masih kurang. 

3. Koordinasi 

Dalam hal memberikan bantuan hukum, Pemerintah Kota Padang melakukan 

koordinasi dan kerjasama baik dengan instansi terkait maupun dengan Orgnisasi 

Bantuan Hukum selaku pelaksana program bantuan hukum. Suatu perkara akan 

bermuara di pengadilan, saat dilakukan wawancara awal pada 23 Oktober 2018 
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dengan Bapak M. Ari Sultoni, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum 

Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa : 

“Pihak Pengadilan Negeri Padang belum mengetahui Perwako Padang Nomor 

14 tahun 2016, hal ini dikarenakan selain Pengadilan Negeri Padang mengacu 

pada Peraturan MA No. 1 tahun 2014, pihak Pengadilan Negeri Padang juga 

tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pemerintah Kota Padang terkait 

pelaksanaan Perwako Padang Nomor 14 tahun 2016 ini. Walaupun 

Pengadilan Negeri bukanlah instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah, 

tetapi instansi vertikal dari MA, Pengadilan Negeri Padang berharap adanya 

koordinasi antara Pemko Padang dengan Pengadilan Negeri Padang terkait 

Perwako Padang Nomor 14 tahun 2016 ini. Hal ini dikarenakan antara Pemko 

dan Pengadilan Negeri Padang dapat bekerjasama dalam program bantuan 

hukum, seperti dalam hal sosialisasi, maupun dalam hal anggaran” 

 

Terkait alokasi dana bantuan hukum untuk daerah sebagaimana dijelaskan 

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa “Daerah dapat 

mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah” yang kemudian dipertegas dalam Pasal 44 ayat 

(1) Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa 

“Pendanaan bantuan hukum untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan 

kepada APBD”. 

Sebagaimana wawancara awal pada tanggal 19 September 2018 mengenai 

implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan 

Hukum untuk Masyarakat Miskin, yaitu wawancara yang penulis lakukan dengan 

Ibu Sri Hartati selaku Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah 

Kota Padang, yang menyatakan bahwa : 

“Pemko berperan sebagai fasilitator dan penyedia dana. Anggaran disusun 

oleh Kepala Bagian Hukum, dan selanjutnyaa dibahas bersama TAPD, 
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kemudian ada juga pembahasan dengan anggota DPRD, sekaligus meminta 

persetujuan dari anggota DPRD tersebut. Jika anggota DPRD tidak 

menyetujui, maka rancangan anggaran tidak dilaksanakan. Dari Pemerintah 

Kota Padang sendiri telah menganggarkan dana untuk program bantuan 

hukum, tahun 2016 dan tahun 2017 Pemerintah Kota Padang menganggarkan 

dana sebesar Rp500.000.000, kemudian karena realisasi program bantuan 

hukum yang masih rendah, tahun 2018 Pemerintah Kota Padang menurunkan 

anggaran dana program bantuan hukum menjadi Rp224.000.000”. 

Dengan demikian, setiap masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat 

miskin, mereka telah memiliki porsi anggaran masing-masing yang dapat diakses 

untuk kepentingan masalah hukum mereka tersebut. Namun, pengetahuan yang 

kurang oleh masyarakat miskin mengakibatkan masyarakat cendrung pasrah dan 

tidak melapor.  

Dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tersebut dan terkait 

dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan di Kota Padang, 

hal yang perlu dikaji adalah dengan adanya kebijakan tersebut bagaimana 

pelaksanaannya pada masyarakat miskin di Kota Padang, dan bagaimana akses 

terhadap dana bantuan hukum yang dianggarkan, maka berdasarkan uraian 

tersebut, penulis mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum 

untuk Masyarakat Miskin di Kota Padang”. 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Masih rendahnya realisasi program bantuan hukum di Pemerintah Kota 

Padang. 

b. Dana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang untuk pelaksanaan 

program bantuan hukum belum terserap sepenuhnya. 
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c. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dengan instansi 

lainnya dan dengan Organisasi-Organisasi Bantuan Hukum terkait 

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016. 

d. Dalam pelaksanaannya, terdapat kebijakan Pemerintah Kota Padang yang 

membuat Organisasi-Organisasi Bantuan Hukum sulit mengakses 

program bantuan hukum di Pemerintah Kota Padang. 

e. Kurangnya pengetahuan masyarakat miskin terkait bantuan hukum yang 

telah disediakan pemerintah. 

f.  Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin 

melakukan tindak kejahatan yang selanjutnya diselesaikan di ranah 

pengadilan, dan memerlukan bantuan hukum. 

g. Sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 

2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dana bantuan 

hukum lebih banyak diberikan pada suatu instansi tertentu, bukan 

digunakan untuk penyelesaian perkara masyarakat miskin. 

 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi 

permasalahan yang akan diteliti adalah implementasi kebijakan bantuan hukum 

untuk masyarakat miskin di Kota Padang yaitu Perwako Padang No. 14 Tahun 

2016. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah proses implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 

Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di 

Kota Padang ? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam pemberian 

bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang ? 

3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi 

Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam pemberian 

bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 

14 Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin 

di Kota Padang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam 

pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam 

pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah/Instansi terkait, penelitian ini dapat sebagai acuan dan 

evaluasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarkat 

miskin. 

2. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu 

Pengetahuan terkait Hukum Administrasi Negara, Sistem Hukum Indonesia 

dan Kebijakan Publik. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi dari ilmu yang 

diperoleh peneliti selama menjalani kuliah pada program studi Ilmu 

Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. 


